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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat

pertama dalam  persidangan  Hakim  Tunggal  telah  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

XXX,  Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx,

umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus

rumah tangga, pendidikan SD/Sederajat, beralamat

di Xxx,  Kota  Lubuklinggau,  Provinsi  Sumatera

Selatan,  Warga  Negara Indonesia,  Selanjutnya

mohon disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

XXX,  Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx,

umur  37  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan buruh

harian lepas, pendidikan SD/Sederajat, beralamat

di Xxx,  Kota  Lubuklinggau,  Provinsi  Sumatera

Selatan,  Warga  Negara Indonesia,  Selanjutnya

mohon disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Lubuklinggau

Nomor  137/Pdt.G/2024/PA Llg. tanggal  24  Januari  2024 tentang
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Penunjukan  Hakim  Tunggal  untuk memeriksa,  mengadili  serta

memutuskan perkara tersebut;

- Telah  membaca  dan  memeriksa  berkas  perkara  yang  diajukan  oleh

Penggugat;

-  Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi  Peggugat

di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

22 Januari 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Lubuklinggau dengan  Nomor  137/Pdt.G/2024/PA Llg tanggal  24

Januari 2024 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

pada tanggal 12 Desember 2008 M bertepatan 13 Dzulhijah 1429 H di

hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan

Xxx, Kota Lubuklinggau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx. Buku

nikah di  keluarkan oleh  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Xxx,  Kota

Lubuklinggau, tertanggal  03 Januari 2009.

2. Bahwa pada saat  perkawinan status Penggugat  adalah Perawan dan

status  Tergugat  adalah  Jejaka,  pernikahan tersebut  berwali  nikah

Xxx(Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin 2 (Dua) gram emas

24k, dibayar tunai.

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama di

rumah orang tua  Tergugat.  Terakhir  bertempat tinggal  tetap  di  rumah

orang tua Tergugat yang beralamat di Xxx, Kota Lubuklinggau, Provinsi

Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, Indonesia.

4.  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama

kurang lebih 14 (Empat Belas) tahun,  kedua nya telah berhubungan

badan sebagaimana hubungan suami dan istri. 

5. Bahwa dari  pernikahan  tersebut  antara  Penggugat dan  Tergugat

mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :  
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5.1.Xxx, nomor induk kependudukan xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx,

umur  14  (Empat  Belas)  tahun,  anak  tersebut  ikut  dan  tinggal

bersama Penggugat.

5.2.Xxx, nomor induk kependudukan xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx,

umur 9 (Sembilan) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal  bersama

Penggugat. 

6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi

secara terus pada bulan Januari 2023,  kemudian  memuncak  dan tidak

bisa diatasi lagi pada tanggal 15 Juni 2023. 

7.  Bahwa  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan/pertengkaran  tersebut

adalah :

7.1.Bahwa Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir

(uang)  kepada  Penggugat  sehingga  kebutuhan  Penggugat  tidak

dapat  terpenuhi  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga

Penggugat harus bekerja sendiri.

7.2.Bahwa  Tergugat  suka  berjudi  dan  Orang  tua  Tergugat  suka  ikut

campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat

8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Tergugat mengusir

Penggugat,  Penggugat  pulang  kerumah  wawak  kandungnya  yang

beralamat di Xxx, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.

9. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal/rumah

selama kurang lebih  7  (Tujuh) bulan.  Tergugat tetap tinggal di rumah

orang tua Tergugat.

10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin

terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap

istri.   

11. Bahwa  Penggugat  telah  bersabar  dan  berupaya  mengatasi  masalah

tersebut  dengan  jalan/cara  bermusyawarah  atau  berbicara  antara

Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
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12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan

lagi.  Maka  Penggugat  berkesimpulan  lebih  baik  bercerai  dengan

Tergugat.

13. Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  sebagaimana  tersebut  di  atas

Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara

ini.    

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa

dan  memutus  perkara  ini  untuk menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat Xxx, terhadap Penggugat

Xxx.

3. Membebankan biaya perkara  ini  sesuai  dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

SUBSIDER ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang

memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan

Pasal  146  Rechtreglement  Buitengewesten (R.Bg),  namun  Tergugat  tidak

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

kuasanya  yang  sah  untuk  hadir  dipersidangan,  meskipun  Tergugat  telah

dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G
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/2024/PA. Llg tanggal 29 Januari 2024, serta relaas panggilan tersebut telah

dibacakan di dalam persidangan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan per

kara ini dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-

sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati

Pemohon agar sabar dan rukun kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 82

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  serta  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  juncto Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  karena  Tergugat  tidak  hadir  dipersidangan,

maka  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di

Pengadilan,  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  ketidak  hadiran  dari  pihak

Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat

yang ternyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak

dapat diminta jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  gugatan  Penggugat  dilanjutkan

dengan pembuktian, dan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Pe

nggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  : xxxtanggal  23  Januari

2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Xxx,  Kabupaten Musi  Rawas Utara lalu  Hakim  Tunggal  memeriksa

bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

telah bermeterai cukup, kemudian  oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;
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Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di a

tas,  Penggugat  juga  telah  menghadirkan  saksi-saksinya  ke  persidangan

yakni masing-masing bernama :

1. Xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendi

dikan  SD, bertempat tinggal  di  Xxx,  Kota Lubuk Linggau,  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah

pada tanggal 21 Januari 2017 ;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat

belum mempunyai anak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis selama

4 tahun, dan kemudian Akhir tahun 2021 mulai terjadi ketidak

harmonisan dan memuncak Januari 2023;

Bahwa,  penyebab  terjadi  perselisihan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat karena Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT), seperti memukul badan Penggugat

Tergugat suka berjudi, suka mengonsumsi Narkoba.

Bahwa, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok

sebanyak karung lebih 3 kali; 

Bahwa,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1

tahun;

Bahwa.  Sudah  ada  upaya  perdamaian  antara  Penggugat  dengan

tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa,  saksi  tidak  anggup  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat;

2. Xxx, umur  34  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di  Xxx, Kota Lubuklinggau, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
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Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah

pada tanggal 21 Januari 2017 ;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat

belum mempunyai anak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis selama

4 tahun, dan kemudian Akhir tahun 2021 mulai terjadi ketidak

harmonisan dan memuncak Januari 2023;

Bahwa,  penyebab  terjadi  perselisihan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat karena Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT), seperti memukul badan Penggugat

Tergugat suka berjudi, suka mengonsumsi Narkoba.

Bahwa, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok

sebanyak karung lebih 3 kali; 

Bahwa,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1

tahun;

Bahwa.  Sudah  ada  upaya  perdamaian  antara  Penggugat  dengan

tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa,  saksi  tidak  anggup  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menyatakan  tidak  lagi  mengajukan

bukti-bukti  lainnya  selaian  dari  bukti-bukti  yang  telah  diajukannya

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Penggugat telah menyampaikan

kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan

tetap  ingin  bercerai  dari  Tergugat  dan  Penggugat  mohon  kepada  Hakim

Tunggal agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  dari  putusan  ini,

ditunjuk  segala  sesuatu  yang  tercantum dalam  Berita  Acara  Sidang dan

dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang Legal Standing  Penggugat;

          Menimbang, bahwa dalam perkara  a quo Hakim  Tunggal  terlebih

dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat  dan

Tergugat, yakni apakah berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum

yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal sta

nding) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode “P” yang

diajukan  oleh  Penggugat  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

xxxtanggal  23 Januari  2017  yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Agama  Kecamatan Xxx,  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara selaku  Pegawai

Pencatat  Nikah  di  kecamatan  tersebut,  bukti  tertulis  ini  telah  dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai

dengan ketetuan  Pasal  3 ayat (1)  huruf (b) dan Pasal 5  Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memen

uhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode “P” ini adalah

merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal ya

ng relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni

tentang  adanya  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  oleh

karenanya bukti  tertulis  dengan kode “P”  ini  juga  telah memenuhi  syarat

materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh

Penggugat  ini  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  tertulis  itu  pula haruslah

dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan

hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku sejak tanggal 21 Januari 2017 sehingga oleh karenanya Penggugat

dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya

pula  Penggugat  mempunyai  legal  standing (kedudukan  hukum)  untuk
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menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama

Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-

sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  serta

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  juncto

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1)

Kompilasi  Hukum Islam,  akan tetapi  upaya perdamaian tersebut  ternyata

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  karena  Tergugat  tidak  hadir  maka  upaya

perdamaian  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di

Pengadilan,  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  ketidak  hadiran  dari  pihak

Tergugat tersebut;

Tentang Ketidakhadiran  Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan

Pasal  146  Rechtreglement  Buitengewesten (R.Bg),  namun  Tergugat  tidak

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

kuasanya  yang  sah  untuk  hadir  dipersidangan,  meskipun  Tergugat  telah

dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G

/2024/PA. Llg tanggal 29 Januari 2024, serta relaas panggilan tersebut telah

dibacakan di dalam persidangan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan per

kara ini dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut  tersebut  tidaklah  hadir  di  persidangan,  sehingga  oleh  karenanya

ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya  Tergugat;
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Menimbang,  bahwa  disamping  perkara  a  quo diperiksa  tanpa

hadirnya  pihak  Tergugat,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  (1)

Rechtreglement  Buitengewesten (RBg)  gugatan  Penggugat  harus  pula

diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (verstek);

Tentang Kewajiban Bukti bagi  Penggugat

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  283  R.Bg

(Rechtreglement Buitengewesten)  yakni “barang siapa mempunyai sesuatu

hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak

atau  peristiwa  itu”  oleh  karena  itu  Hakim Tunggal  memerintahkan  pada

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian

maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah

sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  76  ayat  1  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah

Nomor  9  tahun  1975  juncto Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam,  karena

ketentuan  tentang  hal  ini  adalah  ketentuan  yang  bersifat  khusus  (lex

specialis) dari  ketentutan yang bersipat umum (lex generalis)  yakni  Pasal

172 ayat 1 Rechtreglement Buitengewesten  (R.Bg);

           Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil

gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua

orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangkan berikut ini;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang,  bahwa alasan pokok Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat suka melakukan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT), seperti memukul badan Penggugat Tergugat

suka berjudi, suka mengonsumsi Narkoba dan telah berpisah tempat tinggal

hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 1 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang

sudah dewasa serta telah  hadir  dipersidangan  memberikan keterangan di

bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang
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yang terhalang untuk menjadi  saksi,  sehingga oleh karananya status dari

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal

175 Rechtreglement Buitengewesten  (R.Bg); 

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama tersebut di

atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat d

alam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan

dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang

harus  dibuktikan  oleh  Penggugat.  Oleh  karena  itu  keterangan  dari  saksi

tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  sebagai  suatu  pembuktian

sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  308  Rechtreglement  Buitengewesten

(R.Bg),  sehingga  oleh  karenanya  keterangan  saksi  tersebut  dinilai  telah

memiliki  kekuatan  pembuktian  serta  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  di

persidangan ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  pertama

Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya

tidak harmonis;

2. Bahwa penyebab terjadi percekcokan antara Penggugat dengan

Tergugat  karena  Tergugat  suka  melakukan  Kekerasan  Dalam

Rumah  Tangga  (KDRT),  seperti  memukul  badan  Penggugat

Tergugat suka berjudi, suka mengonsumsi Narkoba.

3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

tinggal  bersama  hingga  sekarang  telah  berjalan  selama  lebih

kurang  1 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat kedua adalah saksi

yang sudah dewasa dan telah  hadir  di  persidangan dengan  memberikan

keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menj

adi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi

syarat formil  sebagai seorang saksi sesuai  dengan ketentuan yang diatur
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dalam Pasal Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175  Rechtreglement

Buitengewesten  (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua tersebut di at

as adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dala

m gugatan Penggugat,  yang merupakan fakta  yang dilihat,  didengar  dan

dialami sendiri  oleh saksi dan relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan

oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308  Rechtreglement  Buitengewesten (R.Bg),  sehingga  oleh  karenanya

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat,

diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tid

ak harmonis;

2 Bahwa penyebab  terjadi  percekcokan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  karena  Tergugat  suka  melakukan  Kekerasan  Dalam

Rumah  Tangga  (KDRT),  seperti  memukul  badan  Penggugat

Tergugat suka berjudi, suka mengonsumsi Narkoba.

3 Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ti

nggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih

1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan dari  saksi pertama dan saksi kedua

yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu

dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan d

asar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi

Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW juncto

Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtreglement Buitengewesten  (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis “P” dan keterangan dua

orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim Tunggal

telah mendapatkan fakta hukum yakni sebagai berikut; 
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah me

nikah secara sah pada tanggal 21 Januari 2017  di yang tercatat di

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Xxx,  Kabupaten  Musi  Rawas

Utara, yang merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan Terse

but, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxtanggal 23 Januari 2017,

dan belum mempunyai anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tida

k harmonis;

3. Bahwa  penyebab  terjadi  percekcokan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  karena  Tergugat  suka  melakukan  Kekerasan  Dalam

Rumah  Tangga  (KDRT),  seperti  memukul  badan  Penggugat

Tergugat suka berjudi, suka mengonsumsi Narkoba.

4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tin

ggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1

tahun;

Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas  telah

memenuhi  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun

1974  tentang  Perkawinan  beserta  penjelasannya  dan  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  juncto Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosopis

Menimbang,  bahwa  perpisahan  Penggugat  dan  Tergugat  sampai

dengan  persidangan  pembacaan  putusan  ini  telah  berjalan  selama  lebih

kurang 1 tahun, masa selama  lebih kurang 1 tahun  tersebut adalah waktu

yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata

antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah

tangganya semula, sehingga dengan hal itu Hakim Tunggal berpendapat ba

hwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  benar-benar  berada  dalam

perselisihan yang tajam (syiqoqun baid) sehingga keduanya  memang  sulit

untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;
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Menimbang,  bahwa  dengan  melihat  keadaan  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  apabila

Penggugat  dan  Tergugat  tetap  dipertahankan  dalam  ikatan  perkawinan

sebagai  suami  istri  sebagaimana  semula,  maka  Hakim Tunggal

berkeyakinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  akan  semakin  lama  dan

berkepanjangan  tidak  saling  mengurusi  antara  satu  dengan  yang  lain,

sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah

mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan per

kawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Hakim Tunggal adalah sutau h

al yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang,  bahwa  apabila  Penggugat  dan  Tergugat  tetap

dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, kedu

anya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurusi antara satu dengan yan

g lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari ma

syarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi

anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing

di dalam masyarakat dimana meraka bertempat tinggal;

Menimbang,  bahwa  dengan  membiarkan  suatu  keluarga/rumah

tangga  dimana  antara  suami  istri  sudah  tidak  lagi  saling  memperdulikan

antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang l

ama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat

lingkungan dimana Penggugat  dan Tergugat  berada,  dan sekaligus dapat

pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu

ikatan  perkawinan  ternyata  banyak  menimbulkan  mudharat  dibandingkan

manfaatnya,  maka menolak mudharat  itu  jauh lebih  diutamakan daripada

mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah fighiyah yang Hakim Tunggal

ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini, yakni :

المصالح          جلب على م مقد المفاسد درء
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"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  sebagaimana  tersebut  di

atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk

membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun  1974  dan  atau  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah dan  rohmah

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak

terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan

fakta  hukum di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (broken marriage)

dan  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  dapat  rukun  kembali  dalam  rumah

tangganya  seperti  semula,  sehingga  oleh  karenanya  Penggugat   telah

mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari  Tergugat, sesuai

dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975  juncto Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam

sebagaimana telah disebutkan di  atas,  sehingga oleh karenanya gugatan

Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,

maka gugatan  Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2

huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  oleh  karenanya  perkara  ini

diputus  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  terhadap

Penggugat; 

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989  yang telah dirubah dengan  Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat,  segala ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut  untuk

menghadap kepersidangan, ternyata tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat

(XXX);

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp480.000.00,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah  putusan  ini  yang  dijatuhkan  di  Pengadilan  Agama

Lubuklinggau pada hari  Senin  tanggal 24 Januari  2024 Masehi bersamaan

dengan tanggal 03 Sya’ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. Nusirwan, S.H., M.H., y

ang ditunjuk  oleh  Ketua Pengadilan  Agama Lubuklinggau sebagai  Hakim

Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam p

ersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim  Tunggal  tersebut,  serta

dibantu  oleh  Rufi’a,  S.H..  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

                                                 Rufi’a, S.H.
   

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP = Rp.     70.0000.00,-

2. Biaya Proses = Rp.   100.000.00,-

3. Panggilan = Rp.       200.000,00,-

4.  Meterai  = Rp.         10.000.00,-
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5. Pemberitahuan = Rp.       100.000.00,-

Jumlah = Rp        480.000.00,-
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